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In the last few decade, the government still faces the problem of low tax revenue. 
The low level of tax compliance is an issue that is often discussed. In the self-assessment 
system, the responsibility for fulfilling tax obligations lies in the taxpayer side then the 
knowledge and comprehension of taxation matter is very substantial. This study aims to 
identify the relationship between tax knowledge and tax compliance behavior. 
Furthermore, it also attempts to map the situation of tax knowledge and tax compliance 
behavior in Indonesian. Through statistical tests with the multiple linear regression 
method based on a survey involving 260 respondents at a national scale, it is found that 
knowledge related to tax regulations significantly has influenced tax compliance 
behavior. Moreover, stepwise regression has identified the two most influential factors, 
there are knowledge of tax objects and knowledge of tax penalties. In addition, the t-test 
and MANOVA test prove that the ownership of NPWP, education level, occupation, and 
income significantly influence the tax knowledge. 
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Direktorat Jenderal Pajak, selaku otoritas pajak yang bertanggung jawab atas 
administrasi perpajakan di Indonesia, memiliki tugas yang sangat vital. Setiap tahun, 70-
80% beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditopang dari penerimaan 
pajak. Tugas tersebut terbukti tidak mudah. Dengan target yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun, penerimaan pajak tidak pernah dapat terpenuhi sejak 2008.1 
Rendahnya pencapaian target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh berbagai 
faktor. Menteri Keuangan, dalam berbagai kesempatan, kerap menyebutkan kurangnya 
kepatuhan pajak sebagai penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan pajak. 
Eratnya hubungan antara penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan telah terbukti oleh 
berbagai studi yang dilakukan di Indonesia (Darussalam, 2014; Kristiaji, 2013) Pendapat 
tersebut juga didukung dengan data rendahnya angka kepatuhan pajak Indonesia, 
dibandingkan negara-negara berkembang lain. Berdasarkan data ranking kepatuhan 
pembayaran pajak yang diolah Price Waterhouse Coopers pada awal 2015, Indonesia 
menduduki posisi 160 dari total 189 negara, sedangkan Malaysia berada pada posisi 32, 
Thailand pada posisi 62, Filipina pada posisi 127, dan Singapura pada posisi 5. 
Kepatuhan perpajakan yang rendah merupakan salah satu risiko penerapan self 
assessment system. Dalam penerapannya sistem ini memberikan kewenangan bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri, tanpa bantuan 
penilaian dari otoritas pajak seperti dalam sistem official assessment, kecuali sedang 
berlaku pemeriksaan pada Wajib Pajak. Dengan kewenangan tersebut, maka kepatuhan 
perpajakan didasarkan pada willingness Wajib Pajak (Kirchler, 2007). 
Self assessment system membutuhkan kapabilitas dan kompetensi pengetahuan 
wajib pajak serta beberapa aspek terkait perilaku perpajakan (Jackson dan Milliron, 
1986). Studi yang dilakukan Eriksen dan Fallan (1996) menunjukkan pentingnya 
pengetahuan peraturan perpajakan sebagai pereferensi utama perilaku perpajakan 
seseorang. Penelitian Palil (2011) menekankan adanya hubungan signifikan antara 
pengetahuan perpajakan dengan perilaku kepatuhan perpajakan seseorang pada self 
assessment system yang diterapkan di Malaysia.  
Menyadari pentingnya mendorong pengetahuan pajak dalam upaya peningkatan 
kepatuhan perpajakan pada self assessment system, DJP menjalankan berbagai kegiatan 
penyuluhan, sosialisasi, pelayanan, dan hubungan masyarakat. Kegiatan tersebut 
dilakukan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui media seperti 
televisi, radio, situs, serta media cetak, namun demikian efektifitas kegiatan ini belum 
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. 
Tidak efektifnya penyuluhan pajak menjadi sebuah tanda tanya. Riset pada 
berbagai negara menunjukkan adanya signifikansi penyuluhan dalam mendorong 








yang dapat menjadi penyebab tidak efektifnya penyuluhan adalah tidak tepatnya sasaran 
penyuluhan serta tidak tepatnya konten penyuluhan sebagaimana diungkapkan oleh 
Eriksen dan Fallan (1996). Palil (2011) melakukan sebuah riset terhadap Wajib Pajak di 
Malaysia dan menemukan bahwa tidak semua konten pengetahuan pajak berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku kepatuhan. Palil (2011) juga berhasil memetakan kondisi 
demografis pengetahuan pajak di Malaysia.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan dalam konteks 
system administrasi perpajakan yang diadopsi oleh Indonesia, yaitu self assessment 
system. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Self Assessment System 
Perubahan paling signifikan dengan diberlakukannya lima paket undang-undang 
perpajakan pada tahun 1983 adalah perubahan sistem perpajakan dari official assessment 
system menjadi self assessment system. Official assessment system merupakan sebuah 
sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus. 
Sedangkan self assessment system, besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak.  
Penerapan self assessment system pada sistem perpajakan di Indonesia dinyatakan 
secara tegas pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, dan dijelaskan secara lebih menyeluruh pada Penjelasan, ciri dan corak 
tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah a). bahwa pemungutan pajak 
merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk 
secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan 
untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; b) tanggung jawab atas kewajiban 
pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada 
anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan 
sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan 
ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; c) anggota 
masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 
kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan 
membayar sendiri pajak yang terhutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini 
pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, 
terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.  
Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan 
menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya 
terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga 
penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri, 
selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak 
yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
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undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi 
perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dihilangkan. 
 
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 
Dalam rangka memberikan keadilan di bidang perpajakan melalui keseimbangan 
hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka UU KUP mengakomodir 
mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sesuai dengan Buku Panduan Hak dan 
Kewajiban Wajib Pajak yang diterbitkan DJP (DJP:2011), kewajiban Wajib Pajak 
adalah:  
a. Kewajiban Mendaftarkan Diri 
b. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak 
c. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa 
 
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai 
konsekuensi penerapan self assessment system, data dan informasi yang berkaitan dengan 
perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain 
sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah 
data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau 
usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk 
informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu 
kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada 
instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajiban ini dikenakan pidana sesuai ketentuan pada UU KUP. Selain 
kewajiban-kewajiban tersebut, terdapat juga hak Wajib Pajak, yakni:  
a. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak 
b. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan 
c. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali 
d. Hak-hak Wajib Pajak lainnya 
 
Kepatuhan Perpajakan 
Definisi kepatuhan perpajakan telah dirumuskan secara berbeda oleh berbagai ahli 
dan institusi perpajakan di dunia. Beberapa definisi yang kerap digunakan dikutip dari 
Palil (2010) adalah sebagai berikut:  
The most neutral term to describe taxpayers’ willingness to pay their taxes (Kirchler, 
2007)  
Ability and willingness of taxpayers to comply with tax laws, declare the correct 
income in each year and pays the right amount of taxes on time (IRS, 2009; ATO, 
2009)  
Reporting of all incomes and payment of all taxes by fulfilling the provisions of laws, 
regulations, and court judgments (Alm, 1991; Jackson dan Milliron, 1986)  
 
 




Tax compliance is segregated into two perspectives, namely compliance in terms  
of administration and compliance in terms of completing (accuracy) the tax return 
(Chow, 2004; Harris, 1989)  
 
Dari keempat definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan 
mengandung beberapa unsur, seperti willingness (kemauan), reporting all income 
(melaporkan seluruh pendapatan), declare the correct income (menyatakan pendapatan 
yang sesungguhnya), serta unsur timeliness / on time (tepat waktu) dan right amount of 
tax (jumlah pajak terutang yang tepat). Di sisi lain, tax non-compliance atau 
ketidakpatuhan perpajakan disebabkan kegagalan dalam membayar pajak dengan jumlah 
yang tepat, akibat kompleksitas maupun adanya kontradiksi (Jackson dan Milliron, 
1986). Keempat unsur kepatuhan yang dirumuskan dari berbagai definisi mengacu pada 
bagaimana Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. 
Oleh karena itu, pada self assessment system, kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan lebih menitikberatkan pada Wajib Pajak, bukan fiskus. 
Terkait kepatuhan pajak, James dan Alley (2002) mengembangkan dua pendekatan. 
Pendekatan pertama merupakan pendekatan ekonomi terhadap kepatuhan perpajakan, 
yang mendasarkan kepatuhan Wajib Pajak kepada dasar rasionalitas ekonomi, atau 
adanya perhitungan biaya dan keuntungan. Selain itu, pendekatan kedua atau pendekatan 
perilaku menekankan pada Wajib Pajak sebagai individual yang dengan sukarela 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini akan berfokus pada definisi perilaku 
(behavioural aspect) dalam mendorong kepatuhan perpajakan. 
 
Determinan Kepatuhan Pajak 
Perkembangan literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (Butler:1993; Dubin:2004; Hasseldine:1993; 
Robert , et.al:1994; Palil:2011; Salvani dan Baer:1997; Adam Smith:1776; Mohani dan 
Sheehan:2004; dan Allinghman dan Sandmo:1972). Dari sekian banyak faktor yang 
dapat digunakan, faktor-faktor berikut yang digunakan sebagai determian penentu angka 
kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini: 
a. Pemeriksaan Pajak 
Peraturan pajak di Indonesia menerapkan pemeriksaan pajak sebagai bentuk 
pengujian atas kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak terbukti 
mengubah perilaku kepatuhan dari negatif menjadi positif (Butler, 1993). 
Pemeriksaan pajak juga memainkan peran penting dalam peningkatan kepatuhan 
sukarela (Dubin, 2004). Kemungkinan terhadap adanya pemeriksaan pajak juga 
meningkatkan kepatuhan. Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan bahwa Wajib 
Pajak akan selalu menyatakan pendapatan mereka dengan tepat apabila kemungkian 
deteksi tinggi. Studi serupa dilakukan oleh Bergman (1998) dan ditemukan bahwa 
jumlah audit dan meningkatnya kemungkinan adanya deteksi oleh institusi 
perpajakan dapat mendorong Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan dan 
melaporkan pendapatan mereka.  




b. Peran Otoritas Pajak 
Studi mengenai pengaruh otoritas pajak terhadap kepatuhan menunjukkan hasil 
beragam di berbagai negara. Hasseldine (1993) menyatakan bahwa otoritas pajak 
adalah pihak yang berwenang atas sistem perpajakan, termasuk mendesain, 
menerapkan penegakan hukum, dan mengatur penagihan, dengan demikian peran 
otoritas pajak sangat berpengaruh dalam meminimalisir kesenjangan pajak dan 
meningkatkan kepatuhan sukarela. Studi oleh Richardson (2008) di 47 negara 
menunjukkan bahwa peran pemerintah memiliki akibat yang positif dan signifikan 
terhadap sikap Wajib Pajak terhadap perpajakan.  
c. Persepsi atas Pengeluaran Pemerintah 
Pajak adalah sebuah pungutan wajib oleh pemerintah untuk kemudian didistribusikan 
ke berbagai unit vertikal dalam rangka pembangunan sebuah negara. Roberts, Hite, 
dan Bradley (1994) dalam Palil (2011) menyatakan bahwa apabila pemerintah 
menggunakan pendapatan nasional untuk keperluan yang bijaksana, seperti fasilitas 
umum, pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik, meningkatnya kepatuhan 
sukarela akan sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat sangat 
erat kaitannya dengan perilaku kepatuhan 
d. Kemudahan dalam Pelaporan dan Administrasi Perpajakan 
Salah satu tujuan penerapan self assessment system di Indonesia adalah 
penyederhanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit. Beberapa contoh 
penyederhanaan dalam sistem perpajakan yang dilakukan negara seperti Denmark 
dan Kanada adalah mengurangi halaman surat pemberitahuan pajak. Meski 
“sederhana” mengandung makna beragam, namun sebuah sistem perpajakan 
semestinya disusun sesederhana mungkin untuk dipahami Wajib Pajak (Silvani dan 
Baer, 1997). Penyederhanaan administrasi perpajakan juga dapat mengefisiensi 
praktik administasi dan mengurangi biaya (Bird, 1998). Richardson (1998) 
menyimpulkan bahwa sistem pajak yang lebih sederhana dapat mengurangi 
penggelapan pajak.  
e. Persepsi atas Keadilan 
Keadilan merupakan salah satu dari keempat prinsip perpajakan yang diteorikan oleh 
Adam Smith (1776). Keadilan dapat dilihat dari dua sisi, yakni horizontal, yang 
berarti Wajib Pajak dengan penghasilan yang sama membayar jumlah yang sama, 
serta vertikal, yakni meningkatnya jumlah pajak yang dibayar seiring dengan 
kenaikan pendapatan. 
f. Keterbatasan Finansial 
Faktor lain yang juga mendorong adanya penggelapan pajak adalah keterbatasan 
finansial. Individu cenderung mendahulukan kepentingan pribadi seperti sandang, 
pangan, dan papan. Mohani dan Sheehan (2004) dalam Palil (2010) berpendapat 
bahwa individu yang memiliki permasalahan finansial memiliki kecenderungan 
melakukan penggelapan pajak lebih tinggi dibanding individu tanpa permasalahan 
finansial. 




g. Sanksi dan Denda 
Allighman dan Sandmo (1972) dalam penelitian berjudul Income Tax Evasion: A 
Theoretical Analysis, mengindikasikan adanya pengaruh denda, serta kemungkinan 
audit, terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin besar denda dan kemungkinan audit 
pada sebuah sistem perpajakan, semakin kecil potensi penggelapan pajak yang 
terjadi.  
 
Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak 
Penerapan self assessment system secara tidak langsung menyerahkan kewenangan 
atas penghitungan pajak terutang dari fiskus ke Wajib Pajak. Jackson dan Milliron (1986) 
menyatakan:  
 
“Self assessment system requires the full capability and competency of taxpayers’ 
knowledge; some aspects of attitudes towards taxation, such as tax ethics and 
their perception of the fairness of the tax system also have an influence on the 
inclination towards tax evasion”.  
 
Dengan demikian, kesuksesan penerapan self assessment system dalam rangka 
mendorong kepatuhan sangat bergantung pada pengetahuan pajak dan sikap Wajib Pajak 
terhadap perpajakan itu sendiri.  
Studi terhadap hubungan antara pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan telah 
dilakukan dengan berbagai metode dan menghasilkan simpulan yang beragam. Eriksen 
dan Fallan (1996) melakukan riset quasi-eksperimental dan menyimpulkan bahwa 
pengetahuan perpajakan berkorelasi dengan sikap terhadap perpajakan dan perilaku pajak 
dapat ditingkatkan dengan pemahanan yang lebih atas peraturan perpajakan. Hal ini 
sejalan dengan riset yang sebelumya dilakukan oleh Lewis (1982). Eriksen dan Fallan 
(1996) juga menegaskan bahwa:  
 
“…a successful means of preventing tax evasion is to provide more tax knowledge 
to larger segment of society in order to improve tax ethics and people’s 
conception of the fairness of the tax system. … it would be a step in the right 
direction to make teaching in tax law and tax knowledge a compulsory part of 
social science teaching in the schools” 
 
Hasil Penelitian Sebelumnya  
Penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak 
telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu 
adalah sebagai berikut:  
Lewis (1982) pada jurnalnya “The Psychology of Taxation” yang digali secara 
kualitatif menemukan bahwa pengetahuan pajak berkorelasi dengan sikap negatif 
terhadap perpajakan. Sikap yang lebih baik dapat diraih melalui pendidikan pajak yang 
lebih baik.  
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Jackson dan Milliron (1986) dalam studi literaturnya berujudul “Tax Compliance 
Research: Findings, Problems, and Prospects” mendokumentasikan determinan-
determinan yang terkait kepatuhan perpajakan, di mana pengetahuan merupakan salah 
satunya. Meski demikian, Jackson dan Milliron juga menyampaikan bahwa dalam 
beberapa studi hubungan antara keduanya masih belum jelas, dan membuka ruang untuk 
riset lebih lanjut.  
Eriksen dan Fallan (1996) membuat sebuah riset kuasi eksperimental yang 
menggali pengaruh antara pengetahuan pajak dengan perilaku penghindaran pajak (tax 
evasion). Pengetahuan pajak yang diberikan pada responden terbukti memberikan 
pandangan lebih baik tentang presepsi atas keadilan dalam perpajakan, etika perpajakan, 
serta terhadap penggelapan pajak. Eriksen dan Fallan menekankan belum adanya studi 
yang menggali konten pengetahuan pajak dengan pengaruh terbesar terhadap perilaku 
perpajakan.  
Loo dan Ho (2006) melakukan survei dengan kuesioner pada Wajib Pajak di 
Malaysia. Loo dan Ho memberikan pertanyaan pengetahuan pajak tentang penghasilan-
penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak. Analisis yang dilakukan hanya berupa 
statistik deskriptif dan memberi gambaran demografis pengetahuan pajak.  
Palil (2011) menyusun sebuah disertasi di University of Birmingham dan kemudian 
diadaptasi menjadi jurnal berjudul “Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self 
Assessment System”. Studi tersebut dilakukan pada masyarakat Malaysia yang belum 
lama mengadopsi self assessment system. Palil memetakan kondisi pengetahuan pajak 
pada masyarakat Malaysia dan menemukan bahwa pada self assessment system yang 
diterapkan di Malaysia, pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan perpajakan.  
Natrah Saad (2014), dengan melakukan survey melalui telepon di Selandia Baru, 
dalam jurnalnya yang berjudul “Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: 
Taxpayers’ View” menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya perilaku tidak 
patuh adalah kurangnya pengetahuan, khususnya yang terkait dengan teknis dalam pajak 
penghasilan di Selandia Baru. 
Budhiartama (2016), dengan responden sebanyak 100 orang, melakukan penelitian 
mengenai dengan topik ini di Kota Denpasar. Dalam penelitiannya, Budhiartama (2016) 
menambahkan variable pengaruh Sikap dan kesadaran, selain pengetahuan  Wajib Pajak. 
Temuan penelitiannya menyatakan bahwa tiga hal ini berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan pajak. Lebih khusus, dalam kaitannya dengan pengetahuan perpajakan juga 
secara signifikan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 
dalam hal ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. 
Manuputty and Sirait (2016) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan 
secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil 
pengujian dengan menggunakan anova menunjukan mediasi kesadaran wajib pajak 
menambah pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil 
pengujian anova mediasi kesadaran wajib pajak menambah pengaruh dari penerapan self 
assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Manuputty 




and Sirait (2016) melibatkan 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta 
Penjaringan, Jakarta Barat. 
Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S & Udin, U. (2020) dalam penelitiannya yang 
berjudul “The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer 
Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy” 
menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan, berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini 
mengambil sampel sebanyak 95 responden yang merupakan wajib pajak KPP Semarang 
Barat. 
Dari sebagian besar penelitian terdahulu, dapat ditarik simpulan bahwa 
pengetahuan pajak memiliki hubungan yang erat dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. 
Di sisi lain, terdapat sebagian kecil penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya. 
Perbedaan tersebut diakibatkan pemilihan metode penelitian serta objek penelitian yang 
beragam. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yang dilakukan Palil (2011) dengan 
beberapa penyesuaian. Adapun penyesuaian tersebut, antara lain dalam konteks 
pengetahuan pajak dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak terkait undang-undang 
perpajakan di Indonesia, terutama yang mengatur pendapatan bagi orang pribadi, dan 
variabel independen, yang terdiri dari konten pengetahuan pajak yang disesuaikan 
dengan UU KUP. Palil (2011) menggunakan tujuh variabel sedangkan penelitian ini 
hanya menggunakan lima variabel. Penyesuaian tersebut dilakukan guna menyesuaikan 
peraturan perpajakan di Indonesia agar menjadi relevan dengan tujuan penelitian. Secara 




Adopsi dan Penyesuaian Variabel Independen  
Variabel Independen menurut 
Palil (2011) 
Variabel Independen dalam 
Penelitian Ini 
Keterangan 
Tax knowledge about 
responsibilities and right 
Pengetahuan tentang subjek pajak  
Pengetahuan tentang penghitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak  
Pengetahuan tentang pemeriksaan 
pajak  
 
Terkait hak dan kewajiban 
Wajib Pajak Orang Pribadi 
pada self assessment 
system di Indonesia  
 
Tax knowledge about 
employment income  
Pengetahuan tentang objek pajak  
 
Penyesuaian dilakukan 
dalam hal pengelompokan 
objek pajak saja mengikuti 
pengaturan secara umum 
dalam UU perpajakan 
Indonesia. Hal ini 
dilakukan karena 
responden lebih familiar 
dengan susunan tersebut 
 
Tax knowledge about dividend 
and interest  
Tax knowledge about personal 
relief  
Tax knowledge about child 
relief  
Tax knowledge about rebates  
Tax knowledge about awareness 
offences, penalties, and fines  
Pengetahuan tentang sanksi dan 
denda  
- 
Sumber: Palil (2011) dan Hasil Olahan Peneliti 
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Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori, serta mempertimbangkan 





(Sumber : Diolah Penulis, 2020) 
 
Berdasarkan pengembangan dari hasil adaptasi penelitian terdahulu, hipotesis yang 
diajukan adalah sebagai berikut :  
H0 = Pengetahuan Pajak Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan Positif Terhadap  
Perilaku Kepatuhan Perpajakan  






Model Penelitian  
Penelitian ini bersifat eksplanatori yakni memiliki tujuan untuk menjelaskan 
hubungan antara dua variabel atau lebih untuk menguji suatu teori atau hipotesis dari 
hasil penelitian yang sudah ada. Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate 
dengan menggunakan regresi linear. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji 
apakah faktor-faktor pengetahuan perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan 
perpajakan responden.  Adapun model penelitian ini diadaptasi dari Palil (2011) yang 
menguji pengaruh antara pengetahuan pajak terkait hak dan kewajiban Wajib Pajak, 
pendapatan, dividen dan bunga, subsidi pribadi, subsidi anak, rebat, serta sanksi dan 
denda, terhadap perilaku kepatuhan perpajakan.  
Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak akan dibagi menjadi lima faktor yakni 
pengetahuan tentang subjek pajak, pengetahuan tentang objek pajak, pengetahuan 
Pengetahuan tentang Subjek Pajak 
Pengetahuan tentang Pemeriksaan 
Pajak 
Pengetahuan tentang Sanksi dan 
Denda 
Pengetahuan tentang Objek Pajak 
Pengetahuan tentang 








tentang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, pengetahuan tentang 
pemeriksaan pajak, serta pengetahuan tentang sanksi dan denda. Persamaan yang 
digunakan adalah  
 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 
Keterangan : 
α   = Konstanta 
β1,2,3,4,5,6  = Koefisien Regresi  
Y   = Kepatuhan Total  
X1  = Pengetahuan tentang Subjek Pajak  
X2   = Pengetahuan tentang Objek Pajak  
X3   = Pengetahuan tentang Penghitungan Pembayaran dan Pelaporan Pajak  
X4  = Pengetahuan tentang Pemeriksaan Pajak  
X5   = Pengetahuan tentang Sanksi dan Denda  
e   = Error 
 
Metode Analisis Data 
Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan regresi berganda dan 
melakukan pengujian atas kelayakan kuisioner dengan uji validitas dan uji reliabilitas.  
Uji validitas dilakukan terhadap setiap butir pertanyaan. Menurut Sugiyono (2010), 
sebuah instrumen yang berupa test dianggap valid apabila memenuhi validitas konstruk 
dan validitas isi.  
Uji validitas konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi produk 
momen Pearson (Pearson product moment). Jika semua item (rhitung) memiliki korelasi 
Pearson lebih dari rtabel maka dapat dikatakan bahwa semua item instrumen penelitian 
valid. Uji validitas isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui uji coba 
kuesioner serta evaluasi kuesioner. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan Cronbach 
Alpha untuk masing-masing variabel. Jika semua variabel memiliki koefisien reliabilitas 
Cronbach Alpha (rhitung) lebih tinggi dari rtabel maka dapat dikatakan bahwa semua 
item instrumen penelitian reliabel. Selain itu, Nunnally (1994) menyatakan bahwa sebuah 
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha di atas 0,70. 
Untuk mengetahui apakah jenis kelamin, kepemilikan NPWP, serta pengalaman 
audit mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan serta pengetahuan pajak, digunakan 
uji t-test. Uji ini dipilih karena variabel independennya merupakan variabel non-metrik 
dua kategori (jenis kelamin, kepemilikan NPWP, pengalaman audit), sedangkan variabel 
dependennya merupakan variabel metrik (nilai perilaku kepatuhan perpajakan dan 
pengetahuan pajak hasil pengolahan kuesioner). 
Dalam rangka menguji hubungan antara lebih dari satu variabel dependen metrik 
dengan lebih dari satu atau lebih variabel independen dengan skala non-metrik lebih dari 
dua kategori, digunakan Uji Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Berikutnya, 
Test of Between Subjects Effects memperlihatkan signifikansi hubungan antara variabel 
dependen dan independen. Pada tes ini terlihat nilai Adjusted R Square yang 
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mencerminkan besaran persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Hasil pengujian terakhir adalah Post Hoc test yang menunjukkan perbedaan 
nilai rata-rata serta signifikansi antar- kategori, untuk setiap variabel dependen yang 
terlibat. 
 
Analisis Statistik Inferensial 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan perpajakan yang 
direpresentasikan oleh hasil pengolahan kuesioner dengan skala likert, atau dengan kata 
lain merupakan variabel metrik. Di sisi lain, variabel independen yang terlibat adalah 
lima faktor pengetahuan pajak yang diolah dari kuesioner berskala likert, sehingga 
merupakan variabel metrik.  
Berdasarkan jenis variabel yang terlibat, analisis statistik inferensial yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dua metode regresi akan 
digunakan untuk menelaah hubungan antara kelima topik pengetahuan pajak dengan 
kepatuhan pajak, yakni metode enter dan metode stepwise. 
 
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, berupa data 
yang diperoleh langsung oleh peneliti mengenai pengetahuan pajak responden atas 
ketentuan perpajakan pada self assessment system, dan perilaku kepatuhan perpajakan 
responden yang dinilai dari persepsi responden terhadap pernyataan yang mewakili 
faktor-faktor determinan kepatuhan pajak.  
Populasi dalam penelitian ini subjek pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. 
Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil sampel dengan teknik nonprobabilitas, yaitu 
teknik penarikan sampel yang tidak mengikuti panduan probabilitas matematis. Teknik 
sampel nonprobabilitas yang digunakan adalah sampel sukarela (voluntary sampling). 
Voluntary sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kerelaan untuk 
berpartisipasi dalam penelitian.  
Peneliti mengadopsi kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Palil (2011) 
dengan modifikasi, penambahan, serta penyesuaian. Modifikasi yang dilakukan Peneliti 
berbentuk pemilihan pernyataan serta menggabungkan pernyataan yang relevan dari 
sumber lain yang tidak tercakup dalam kuesioner penelitian tersebut. Pernyataan 
kemudian disesuaikan dengan pemahaman serta ketentuan perpajakan yang berlaku di 
Indonesia. 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dengan teknik nonprobabilitas dan 
dilakukan secara sukarela. Kuesioner diberikan kepada responden melalui dua bentuk, 
yakni tercetak, serta melalui program Google Forms, sehingga responden dapat mengisi 
melalui komputer maupun ponsel pintar. 
 
Variabel Penelitian  
Variabel dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 




Variabel Independen. Terdapat dua jenis variable independent dalam penelitian ini, 
yaitu variable independent yang digunakan untuk mengkontrol variasi individual, atau 
statistic deskriptif responden,dan variable independent terkait dengan operiasional 
penelitian. Variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, 
domisili, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kepemilikan NPWP, dan 
pengalaman audit, digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik demografis. Dalam 
hal ini, dummy variable, 0 dan 1, yang digunakan dalam pengukurannya, sedangkan 
variabel independent dalam pengujian hipotesis antara pengetahuan pajak total 
(PPTOTAL), pengetahuan tentang subjek pajak (PPSU), pengetahuan tentang subjek dan 
objek pajak (PPOB), pengetahuan tentang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan 
pajak (PPSPT), pengetahuan tentang pemeriksaan pajak (PPAUDT), serta pengetahuan 
tentang sanksi dan denda (PPSD). Seluruh variable ini diukur menggunakan kuesioner 
penelitian dengan skala likert. 
 
Variabel Dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan 
pajak. Dalam pengujian, kepatuhan pajak dinotasikan KPTOTAL. Terdapat empat belas 
pernyataan mengenai perilaku kepatuhan perpajakan untuk mengukur tingkat kepatuhan 
pajak. Pernyataan tersebut mewakili variabel-variabel yang menentukan kepatuhan 
perpajakan seperti pemeriksaan pajak serta kemungkinan pemeriksaan pajak, peran 
otoritas pajak, persepsi atas keadilan, kemudahan pelaporan, keterbatasan finansial, serta 
kewaspadaan terhadap sanksi dan denda. Adapun pendekatan jenis pernyataan yang 
diajukan serupa dengan pertanyaan pada studi Palil (2011) yang juga disadur dari 
Troutman (1993) dan Chan et al. (2000). Jawaban responden diukur berdasarkan skala 




4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 
Responden yang terkumpul dalam penelitian ini sebanyak 260 responden, yang 
merupakan wajib pajak dari seluruh Indonesia. Terkait persebaran demografis, kuesioner 
yang berhasil dikumpulkan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Responden yang 
berasal dari Jawa, Bali, dan sekitarnya mendominasi dengan kontribusi 184 responden. 
Selain itu, 4 responden berasal dari Papua dan sekitarnya, 11 responden dari Nusa 
Tenggara dan sekitarnya, serta sisnya tersebar pada wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku, 
dan sekitarnya, serta Kalimantan. Lebih dari 75% responden adalah laki-laki, sedangkan 
sisanya adalah perempuan. Responden penelitian ini juga didominasi oleh responden 
dengan usia di antara 20-30 tahun sebesar 68,8%. Sisanya, 16,2% responden berusia 31-
40 tahun, 7,7% berusia 41-50 tahun, 1,9% berusia di atas 50 tahun. Pada kategori tingkat 
pendidikan, responden dengan pendidikan terakhir S1 mendominasi sebesar 43,1%, D1 
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atau D3 sebesar 23,5%, SMA sebesar 26,5%, dan sisanya mengenyam pendidikan SMP, 
Master (S2), dan doktoral (S3).  
Dilihat dari kategori mata pencaharian, mayoritas responden yang turut serta dalam 
penelitian ini merupakan karyawan swasta. Pekerjaan responden terbesar kedua 
merupakan PNS/TNI/Polri sebesar 26,2%. Delapan puluh satu sisanya merupakan 
wirausahawan, karyawan BUMN, tenaga ahli profesi, serta profesi lainnya. Dalam hal 
pendapatan, lebih dari setengah jumlah responden mendapatkan kurang dari lima juta 
rupiah setiap bulannya. Sejumlah 85 orang memperoleh pendapatan di antara lima juta 
rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah setiap bulannya. Sebesar 9,3% responden lain 
memperoleh pendapatan antara sepuluh juta rupiah sampai dengan dua puluh juta rupiah 
setiap bulan. Sedangkan 2,3% responden memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi 





Sumber: Data primer yang diolah (2020) 
 
Pengujian Data  
Uji Validitas  
Untuk menguji validitas isi kuesioner bagian pengetahuan pajak, sebanyak tiga 
puluh kuesioner diberikan kepada responden sebagai uji coba. Adapun responden uji 
coba berasal dari berbagai kalangan dari berbagai kategori usia. Dari uji coba tersebut, 
Peneliti menghitung waktu pengerjaan, dan mendokumentasikan kekurangan dalam 
kuesioner yang menyulitkan responden dalam pengerjaan. Untuk beberapa item 
pertanyaan yang dianggap sulit dimengerti, Peneliti mengganti soal tersebut dengan soal 
lain, dan kemudian diuji kembali pada responden, hingga pada akhirnya seluruh item 
dapat dimengerti responden. 




Kuesioner penelitian ini memiliki enam konstruk yang terdiri dari variabel 
dependen dan independen yang hendak diteliti. Konstruk kepatuhan perpajakan terdiri 
dari 14 item, sedangkan konstruk konten pengetahuan pajak terdiri dari 5 item. Tabel 
berikut merangkum hasil uji validitas seluruh item untuk masing-masing variabel. Setiap 
soal yang membangun konstruk memiliki nilai rhitung di atas rtabel, yakni 0,200. Dengan 
demikian, kuesioner dianggap valid secara konstruk. Selengkapnya, silakan melihat table 
di bawah ini. 
 
Tabel 3 
Hasil Uji Validitas 
 
 Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 
Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi jawaban responden atas 
konstruk yang diukur. Reliabilitas diukur menggunakan Cronbach Alpha. Hasil 
pengujian Cronbach Alpha menunjukkan bahwa setiap variabel melebih product moment 
sebesar 0,200 dan melebihi nilai 0,700 dengan kisaran antara 0,702 hingga 0,765. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa kuesioner pada penelitan ini reliabel. Tabel di bawah 
ini menunjukkan hasil uji realibilitas tersebut. 
 
Tabel 4 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
 Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 




Berdasarkan uji grafik terlihat bahwa data yang diwakili oleh plot (bulatan) 
menyebar di sepanjang garis diagonal tanpa ada yang melenceng jauh dari jalur. Lebih 
lanjut, hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 
berada pada angka 0,067, atau di atas batas 0,05. Dengan demikian, data yang 




Hasil Uji Normalitas 
(Sumber: Data primer diolah SPSS v21, 2020) 
 
Uji Linearitas 
Menggunakan test of linearity pada taraf signifikansi 0,05, dapat dicari nilai 
signifikansi linearitas antara variabel independen dan dependen. Nilai signifikansi uji 
linearitas pada setiap variabel independen dan dependen dalam persamaan regresi linear 
menunjukkan nilai di bawah 0,05, yang mencerminkan hubungan linear. Dengan 
demikian, analisis regresi linear dapat diterapkan pada data.  
 
Tabel 5 
Hasil Uji Linearitas 
 
Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 




Uji Multikolinearitas  
Nilai VIF seluruh variabel independen yang terlibat berada di bawah nilai 10, 
sedangkan nilai tolerance-nya berada di atas nilai minimal 0,10. Maka seluruh variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 
 
Tabel 6 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 
Uji Heteroskedastisitas  
Pengujian heteroskedastisitas lain yang digunakan adalah uji Glejser. Uji ini 
meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi 
≥ 0,05, maka data bebas heteroskedastisitas. Hasil Glejser terhadap lima variabel 
independen pada penelitian ini dan keseluruhannya menghasilkan nilai signifikansi ≥ 
0,05 sehingga lulus dari uji heteroskedastisitas. 
 
Hasil Uji Regresi Linear 
Setelah mengetahui pengaruh variabel-variabel non metrik, yang merupakan 
variabel demografis dalam penelitian ini, terhadap pengetahuan perpajakan dan perilaku 
kepatuhan perpajakan, tahap berikutnya adalah mengetahui adanya pengaruh antara 
pengetahuan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan perpajakan. Adapun variabel 
dependen yang terlibat adalah kepatuhan perpajakan. Variabel independen yang menjadi 
prediktor adalah pengetahuan tentang subjek pajak, pengetahuan tentang objek pajak, 
pengetahuan tentang perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, pengetahuan 
tentang pemeriksaan pajak, serta pengetahuan tentang sanksi dan denda. 
 
Uji Koefisien Determinasi  
Uji koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada uji koefisien determinasi, R2 
yang dihasilkan adalah senilai 0,153, sedangkan Adjusted R Square-nya adalah 0,136. 
Maka dengan demikian, disimpulkan bahwa 13,6% variasi perilaku kepatuhan 
perpajakan dapat dijelaskan oleh model regresi dengan variabel independen konten-
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konten pengetahuan perpajakan, dan 86,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model. 
 
Uji Statistik F  
Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen, yakni kepatuhan perpajakan. Apabila nilai Fhitung melebih Ftabel, dengan 
signifikansi di bawah 0,05, maka benar seluruh variabel independen secara simultan 
memengaruhi variabel dependen. 
 
Tabel 7 
Hasil Uji Statistik F 
 
Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 
Hasil pengujian terlihat sebagaimana di atas bahwa Fhitung yang dihasilkan 
variabel prediktor adalah 9,167. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
Ftabel sebesar 3,88. Nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil daripada batas maksimal 
signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, terbukti bahwa seluruh variabel independen 
secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen pada derajat 
kepercayaan 95%. 
 
Uji Statistik t 
Hasil pengujian ini menghasilkan informasi sebagai berikut. Dari kelima variabel 
prediktor, hanya variabel pengetahuan tentang objek pajak dan pengetahuan tentang 
sanksi dan denda yang memengaruhi variabel dependen kepatuhan perpajakan dengan 
nilai thitung masing-masing 2,544 dan 3,762, melebihi ttabel 1,645 pada tingkat 
signifikansi 5%. Maka variabel pengetahuan tentang objek pajak, serta variabel 
pengetahuan tentang sanksi dan denda, masing-masing memengaruhi variabel dependen 
kepatuhan perpajakan secara signifikan.  Tiga variabel prediktor lainnya, yakni 
pengetahuan tentang subjek pajak, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, serta 
pemeriksaan pajak tidak memberi pengaruh signifikan pada variabel dependen. Secara 










Hasil Uji Statistik t 
 
 Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 
Uji Regresi Metode Stepwise  
Untuk menggali lebih lanjut mengenai dua variabel prediktor yang sebelumnya 
terbukti memengaruhi variabel dependen secara signifikan, data kembali diuji dengan 
regresi metode stepwise. Metode stepwise digunakan untuk mendapatkan model terbaik 
dari sebuah analisis regresi. Variabel yang dimasukkan ke dalam regresi adalah variabel 
dengan korelasi tinggi dan signifikan dengan variabel dependen, sedangkan variabel yang 




Hasil Regresi Stepwise – Model Summary 
 
Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 
Metode stepwise secara otomatis merangkum variabel yang memiliki korelasi 
tinggi dan signifikan, oleh karena itu, hasil yang ditampilkan hanya berasal dari dua 
variabel prediktor, yakni pengetahuan tentang objek pajak dan pengetahuan tentang 
sanksi dan denda. Kedua variabel ini sejalan dengan temuan pada regresi linear berganda 
metode enter sebelumnya. Model regresi sempurna yang dihasilkan metode stepwise 
memiliki nilai Adjusted R2 sebesar 0,141 atau 14,1%. Angka ini menunjukkan bahwa 
14,1% varian variabel kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan oleh dua variabel 
independent yakni pengetahuan tentang objek pajak dan pengetahuan tentang sanksi dan 
denda. Sisanya sebesar 85,9% dijelaskan oleh variabel prediktor lain. Angka Fhitung 
sebesar 22,184 melampaui nilai Ftabel sebesar 3,88, yang berarti kedua variabel 
independen secara simultan memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Hasil ini 
merupakan hasil yang kredibel karena berada pada derajat kepercayaan 95%. Selain itu, 
hasil Durbin Watson yang dihasilkan, sebesar 2,092, nilainya melampaui batas atas 
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Durbin Watson untuk data penelitian ini, yakni sebesar 1,804. Dengan kata lain, data 
bebas dari autokorelasi sehingga pengujian dianggap meyakinkan. 
Variabel pengetahuan tentang sanksi dan denda memberi nilai thitung yang lebih 
tinggi lagi, yakni 4,122. Terlihat bahwa variabel prediktor utama pada model regresi ini 
adalah pengetahuan tentang sanksi dan denda. Hasil ini bebas dari multikolinearitas yang 
terlihat dari nilai tolerance sebesar 0,735, melampaui batas minimal tolerance 0,10 dan 
VIF sebesar 1,360, di bawah batas tertinggi 10. Untuk membentuk sebuah model regresi 
yang sempurna, dibutuhkan koefisien B dan koefisien konstan. Hasil pengujian dapat 
dilihat pada table di bawah ini. 
 
Tabel 10 
Hasil Regresi Stepwise – Coefficients 
 
Sumber: Data primer diolah SPSS v21 (2020) 
 
Hasil regresi stepwise memberi informasi mengenai kedua nilai tersebut. Koefisien 
konstan adalah 28,431, koefisien B untuk variabel pengetahuan tentang objek pajak 




Hasil dari penelitian ini sejalan dengan temuan Palil (2011) yang menyatakan 
bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan perpajakan. Palil mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan pajak di antara 
responden, sangat beragam di Malaysia. Demikian pula kondisi yang terjadi pada 
responden penelitian ini. Uji statistik yang dilakukan Palil menunjukkan bahwa 
responden dengan pengetahuan tentang objek pajak, yakni pendapatan, subsidi anak, dan 
rebat, serta pengetahuan tentang hukuman, sanksi, dan denda menunjukkan perilaku 
kepatuhan perpajakan yang lebih baik.  
Temuan serupa dihasilkan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini sekaligus 
memperkuat penelitian Jackson dan Milliron (1986) bahwa yang menyatakan bahwa 
pengetahuan merupakan salah satu determinan yang terkait kepatuhan perpajakan. 
Penelitian ini juga in line dengan temuan Natrah Saad (2014) di Selandia Baru yang 
menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, dapat berakibat pada 
rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.  




Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi jenis pengetahuan yang paling penting 




5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
Simpulan 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi kepatuhan perpajakan masyarakat 
Indonesia secara perilaku serta memetakan kondisi pengetahuan perpajakan masyarakat 
Indonesia. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik 
simpulan bahwa berdasarkan hasil regresi linear menunjukkan bahwa lima konten 
pengetahuan pajak yang terkait self assessment system, yakni pengetahuan tentang subjek 
pajak, pengetahuan tentang objek pajak, pengetahuan tentang penghitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak, pengetahuan tentang pemeriksaan pajak, dan 
pengetahuan tentang sanksi dan denda, secara simultan berpengaruh signifikan positif 
dengan magnitude sebesar 13-14% (p<0,05) terhadap perilaku kepatuhan perpajakan. 
Dengan kata lain, semakin paham seseorang mengenai ketentuan perpajakan yang 
berlaku, semakin baik perilaku kepatuhan perpajakannya. 
Melalui uji regresi linear metode stepwise, diketahui bahwa di antara kelima konten 
pengetahuan pajak, yang paling berpengaruh secara signifikan adalah pengetahuan 
tentang sanksi dan denda. Selanjutnya, konten yang juga memiliki pengaruh yang kuat 
adalah pengetahuan tentang objek pajak. Hasil penelitian penelitian ini mengkonfirmasi 
bahwa wajib pajak yang memahami sanksi dan denda perpajakan, serta memahami jenis 
penghasilan dan objek PPh, cenderung memiliki perilaku kepatuhan pajak yang lebih 
baik. Di sisi lain, pengetahuan tentang subjek pajak, tata cara penghitungan, pembayaran, 
dan pelaporan pajak, serta pengetahuan tentang pemeriksaan pajak terbukti tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan.  
 
Implikasi 
Pemahaman mengenai ketentuan pajak berkorelasi erat dengan perilaku kepatuhan 
perpajakan seseorang. Dengan demikian, sosialisasi dan penyuluhan perpajakan 
mengenai ketentuan pajak yang berlaku perlu dilaksanakan secara berkelanjutan oleh 
otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak, sebagai otoritas pemerintah yang paling konsen 
dengan isu kepatuhan pajak, dalam melakukan edukasi perpajakan, dapat berfokus aspek 
pengetahuan tentang sanksi dan denda perpajakan. Dengan adanya focus ini pelaksanaan 
kegiatan edukasi perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif dan lebih efisien. 
 
Saran  
Penelitian ini memiliki beberapa batasan sehingga terdapat kemungkinan uji 
statistik yang dilakukan belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Keterbatasan 
tersebut adalah penentuan sampel yang masih menggunakan metode non-probablity 
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sampling, yakni voluntary sampling, sehingga tidak terdapat jumlah sampel yang 
seimbang pada setiap kategori demografis yang diteliti. Dengan demikian, terdapat 
kemungkinan perilaku kepatuhan perpajakan dan pengetahuan pajak yang disimpulkan 
tidak merepresentasikan populasi dengan sempurna secara statistik. Instrumen yang 
digunakan adalah kuesioner berskala Likert dengan pernyataan tertutup, tanpa 
menyediakan ruang masukan data bagi responden. Akibatnya, analisis data hanya 
dilakukan pada lingkup parameter-parameter yang telah ditentukan. Oleh karena itu, 
koefisien determinasi menjadi terbatas dengan masukan variabel-variabel independen 
yang ada.  Variabel independen yang ada hanya dapat memengaruhi perilaku kepatuhan 
perpajakan sebesar 14,1%. Terdapat 85,9% pengaruh faktor lain yang terlibat dalam 
pembentukan perilaku kepatuhan perpajakan. Penjelasan faktor lain tersebut bukan 
merupakan ruang lingkup dalam penelitian ini.  
Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan menambahkan variabel independen lainnya diluar dari pengetahuan wajib 
pajak yang dapat mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak, misalkan 
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